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Menimbang

Mengingat |

Loa.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu alat
kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengantisipasi Era
Perdagangan Global serta turut membantu pemerintah dalam
menggerakkan ekonomi kerakyatan.

bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan
Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, maka
dipandang perlt membentuk Perusahaan Daerah di Bidang
Perdagangan Umum.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu membentuk Pera_turén Daerah tentang
Perusahaan Daerah Perdagangan‘- Umum Provinsi Sulawes;

L]

Selatan.

Undang-undang .Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Da.erah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran
Negara- Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2102)‘Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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A

undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawes]
Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomaor a7, Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat T Sulawesi
Utara dan Daerab Tingkat I Sulaweci sefatan Tenqaars
menjadi  Undang-undang (Lcambéran Negara  Repubhk
Indonesia  Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Un'dangundang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaar
Daerah (Lembaran INegara Republik Tndonesia Tahun 196
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 23875
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Porsoronn
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 13, Tambahan Lembarar Megara Republik [ndonesn
Nomor 3587); _

Undang--umiang Nomoar & Tahun 1999 tentang Earang.
Praktek  Monopoli  dan i"Jer"‘sa_inqan Usaha  Tidal  sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 MOy
33, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Home
3817

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perinduono,
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesa Taln RSN TS
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesis
Nomor 3821);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 1e tang Pemernitahan
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia 1909 Nom
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Monior

3830): '

f s
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Undang-undang  Nomor 3% Tahun 1999 - tendang
Perimbangan  Keuangan  Antara E.'em(:*nr'st‘ah Pusat  dan
Pemerintah Daeratt (Lembaran Negara Republik  fadone o,
Tahure 1999 Nomor 72, Tambahan Lembatan Negara Noms

3848):



8. Undang-undang Nomor 28 - Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Repubfik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Nomor 3851);

9. Peraturan Pemerintah Nomor__ 25 Tahun 2000  tentang
‘Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebaga
Daerah Otonom (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor™ 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952): -

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekrik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan  Benlbik
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWEST SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAFRAH  TENTANG PERUSAHAAN - DAFRAL
PERDAGANGAN UMUM PROVINST SULAWEST SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksucl dengan.; &
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yane

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesj Selatarn.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanmutnya disebut DPED adatals

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.




10.

11.

(2)

(3

(4)

Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provins
Sulawesi Selatan.

Perdagangan Umum adatah Usaha yang berhubungan dengan Perdagangan
Umum.

Direksi  adalah Direksi Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provm.-.-'.t
Sulawesi Selatan.

Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perdagangan

Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Karyawan adalah Karyawan yang beker‘;’a dan digajp oleh Perusahaan Daerab
Percdagangan Umum sesual Peraturan Perusahaan Dacrah Perdacgangan
Umum.

Saham adalah terdin dari saham puioritas dan saham biasa yvaug disetor
sebagal modal Perusahaan Daerah Perdagangan Umum Provinsi Subinwes
Sefatan.

Pemegang Sabham adalah warga Negara [ndonesia alau Badan Hukum yang

didirikan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB 11
PEMBENTLHCAR

Fasal 2
Dengan  Peraturan  Daerah  im dibentuk Perusahaan Daerah Perdacengan
Umum Provinsi Sulawest Selatan.
Perusahaan Daerah dimaksud ayat (1) diatas dapat membentuk beberapa unt
usaha.
Pembentukan unit-unit usaha tersebut ayat (2) pasal ini diusulkan oleh Direle
dengan persetujuan  Gubernur  dan  terlebih dahuiy mendapatkan
pertimbangan dari Badan Pengawas, : 3 _
Unit: Usaha yang dimaksud pada ayat (3) adalab unit usahia yang dikelola oleh
perusahaan dan atau unit usaha yang didirikan oleh Perusahaan Daerahy
dengan  bekerjasama  dengan  pihak lain dalam bentuke PT (Perseroai
Terbatas) dan lain-lain kegiatan usaha yang berbadan frakum setelah terteisis

dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.




Pasal 3

Sebutan Nama Perusahaan Daerah akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan daltam Peraturan Daerah Ini, maka terhadap

Perusahaan Daerah berlaku semua peraturan perundang-undangan lainnya yann

tidak bertentangan dengan Asas Demokrasi Ekonomi yang merupakan o dari
sistim ekonomi berdasarkan Pancasila.

(1)

(1)

BAB TII

TEMPAT KEDUDUKAN, TUIUAN DAN USAHA

Bagian Pertama

Tempat Keduduian

Pasal &
Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Proving
Sulawesi Selatan.
Atas usul Direkst setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pergawar,,
Direksi dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan diluar . Provine

Sulawesi Selatan.

Bagian Kecua

Tujuan dan Fungs

Pasal & ;
Tujuan  Perusahaan  Daerab  adalah ikt serta dalan  mefakoanalken
Pembangunan Daerah pada umumnya dan Pembangunan [konaonn Doeraly
pada khususnya untuk menunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Dacraly
(PAD) serta menjadi penyeimbang dalam rangka pelayanan pemenubarn
kebutuban  masyarakat dengan berorientasy kepada  kepentingan  rakyet,
ketentraman  serta kegairahan  kerja dalam  Perusahaan Daeralt  mengu

masyarakat adil dan makmur;




(2)

(3)

(1)

Palam mencapai twjuannya, Perusahaan Daerah dapat bekerjasama dalam
bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerali
lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional atas persetujuan Gubernur
seteiah mendapat pertimbangan dar Badan Pengawas; ,

Fungst  Perusahaan Daerah Perdagangan Umum adalaly  mengeiola
Perdagangan Umum yang pengeiolaannya dilakukan secara profesional dan

turut menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan maju.

Bagian Ketiga

Bidang Usaha

rPasal 7

Perusahaan Daerah bergerak daiam bidang Perdagangan Umum tengan
kegiatan :

a.  Perdagangan Sembilan Bahan Pokok dan Strateqis;

b, Distributor;

¢ lasa Pergudangan:

d. Jasa Pemasaran;

¢, Jasa Perbengkelan:

f. Pengadaan Barang dan Jasa ;

(. Pompa Bensin;

fv.  Percetakan;

i Proferti/Pengembang.

Biddang kegiatan sefain yang disebut pada ayat { 1) dan belum diusahakan oleh
Perusahaan Daerah yang lain dapat  dikelola dengan  terlebitt  dahuly

mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.




(1)
(2)

(4)

(6)

(7)

(8)

(1)

BAB 1V
MODAL
Pasal 8

Modal Perusahaan Daerah terdiri dari Modai Dasar dan sumbangan,
Penyertaan modal dilakukan oleh Pemerintah Daeralr serta pihak  ketiga
dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetos
mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Nifai Neominal Modal Dasar “ditetapkan  lebih  fanjut dengan  Keputusan
Gubernur. '

Perusahaan Daerah dapat menerima tambahan modal tersebul pada ayat ()
pasatl ini dari Pemerintah Daerah, Penyertaan Modal Pemerintalt Pusat serta
pimaman dari pihak fain dengan terlebih dahulyu mendapatkan persetujuan
OPRD.

Modal Perusahaan Daerah disetor penuh kedalam Kas Porusahaan Daeral
secara  bertahap sesuai  dengan Kemampuan Pemerintah Daeralt  dar
pemegang saham lainnya. |

Saham-saham Perusahaan Daerah hanya dapat dimiliki oleh  Pemerintah
Daerah, Warga Negara Indonesia dan alau Badan Hukum yang dichrikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan suatu saham biasa kepada pihak ketiga diadakan dengan
pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh pemegang  saham  yang
bersangkutan dan kepada pihak siapa saham itu dipindahkan.

Pemindahan saham biasa sebagaimana dimaksuc ayat (7} pasal int clapat
dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas dengan

disetujui oleh Gubernur.

Pasal 9
Rapat Pemegang Saham

Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daeraby dhadakan tiapy tahun selambat
lambatnya dalam bulan Pebruari Tahun berjatan, dan rapat umom lamnve

sewaktu-waktu dapat diadakan.




(3)

(4)

(6)

(7)

(9)

Rapat Umum Pemegang saham diadakan atas permintaan Direks dean

surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum  rapat dimulai dan

panggilan tersebut harus menyebutkan waktu dan tempat dimana rapat akan

diadakan begitu pula pokok masalah yang akan dibicarakan. _

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para Pemegang Saham car

dapat dihadiri oleh pih'ak ketiga dengan undangan Direksi jika dianggap perh

Dalam  Rapat Umum Pemegang Saham tdak boleh diambil Keputusan

mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut dalam surat panggifan kecuati

a. Mengenai Tata Tertib;

b.  Usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat -
fambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakars.

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan Apatnki

berhalangan diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu.

Keputusan-keputusan datam Rapat Umum Pemegang Saham diambil enggan

kata mufakat. |

dika terdapat sesuatu masalah yang tidak dapat dicapai dengan kata muiakat,

maka masalah tersebut diserahkan kepada Gubernur selaku Pemegang Saham

pricritas untuk diambil Keputusah dengan memperhatikan pendapat-pendapat

peserta rapat.,

Yang mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah

Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir.

Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir maka haknya selaku Pemeganc

Saham dalam Rapat Umum yang bersanckutan dapat memberikan kuacs

kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.

BAR Vv

ORGANISAST DAN I‘1A[‘-lAJ{f.[V1EN~

Pasal 1)

Perusahaan Daerah dipimpin ofeh Direksi yang lerdine atas seorang Drekto
Utama dibantu oleh beberapa orang Direktur yane bertanggungiawab pad
bidangnya masing-masing.

Direkttn Wama  bertanggungjawab Kepada  Gubernar dan l_'.urc_"k.!.ue-

hertangoungjawab kepada Direktur Ulan,




(3) Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya difakukan olely salahy
s€orang anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya dan atan yaric)
ditunjuk oleh Direktur Utama.

(4)  Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta uraian tugas Pejabat dimgkungan

Perusahaan Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Guberngr,

Pasal 11

(1) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan diluar Pengadilan.

(2) Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa mewakili tersebut pada ayat (1)
kepada  seorang anggota  Direksi  yang ditunjuk  atau  kepada
sesegrang/beberapa orang karyawan Perusahaan Daerah haik sendiri mauporn
bersama-sama atau kepada ora'ng/Badan lain sesuar prosedur Hukom yeliig

herlaku.

Pasal 12

{1} Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaai.

(2} Direksi mengurus dan mempertangqungjawabkan kekayaan Perusahaat:.

(3) Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dapat meminjamkan uang atas
nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian utang puitang dengar
Pihak lain.

(1) Tata Tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam perusahaan antara
anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direls;i
yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan

Pengawas.

Pasal 13

Direkst dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  dapat
bertindak :
a.  Mengikatkan Perusabaan sebagai jaminan pinjaman.,

b, Memperoleh dana pinjaman dengan  menjaminkan asset/kekayaan  Letaps

{(benda-benda tak bergerak milik Perusahaan).




(2)

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DIREKST

Pasal 14

Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan Syarat-syarat kemampuan

dan keahlian di bidang pengelolaan perusahaan setelah melaiui uji kelayakan

dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan ofeh Lembaga Independen

yang bertaraf Nasional sesuai peraturan perundang-undandgan yang berlak,

Syarat-syarat Anggota Direksi

d.

e.

Anggota Direksi adalah Warga Negara [ndonesia:

Anggota Direksi memiliki keahlian di bidangnya serta mempunyai akhlik
dan moral yang haik;

Anggota Direksi bertempat tinggal cditempat kedudukan  Peruciahac
Daerah;

Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap jabatan Eksekuti! fainnya
atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahann;
Anggota Direksi tidak diperbolehkan dari Pegawai Negeri Sipil;
Pengangkatan Anggota Direksi tidak melebihi umur 60 (enam pusluby
tahun;

Anggota Direksi terdiri dari orang-orang yang tidak pernah melakiukan
kegiatan yang merugikan negara dan atau tindakan-lndakan yang tercela
di bidang perusahaan;

Anggota Direksi harus mempunyai pengalaman  dalam  pengelolaan
Perusahaan dan atau Pemerintah n':i.nimal 2 tahun;

Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga samipe
derajat ketiga, baik karena hubungan daraly maupun karena semend:
(karena perkawinan);

Anggota Direksi tidak boleh mempunyai- ke|35;i'1l'i:1g|ei'1ra pribady langsung
pada Perusahaan Daerah yang berusaha dalam Ié|_)anc|an vang beriitcn

mencari laba.




(1

(2)

Pasal 15

Pengangkatan Anggota Direksi

a. Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas untuk
masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (situ) kali
masa Jabatan setelah masa jabatan tersebut berakhir jika  yang
bersangkutan terpilih kembalj ;

b. Direksi y.ang menduduki 2 {(dua) kali masa Jabatan dapat® diangkat
kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direklur
menjadi Direktur Utama dan umurnya tidak boleh melebihi 60 {enam
puluh) tahun sejak saat diangkatnya ;

€. Gaji Direksi dan penghasilan lainnya ditetapkan oleh Gubernur dengan
mengacu pada pératl.lran perundang-undangan yang berlaki.

Sebelum  melaksanakan tugasnya  Direksi  disumpah  dan  dilantik = olel:

Gubernur.

Pasal 16
Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Gubernur meskipmmn
masa jabatannya bélum berakhir karena ;
a.  Meningoal Dunia;
D.  Atas permintaan sendiri;
C. Melakukan perbuatan yang merugikan  Perusabann  Daerah alan
kepentingan Negara; '

d.  Kehilangan Kewarga Negaraan.

e. Sesuatu hal yang menyebabkan dia tdak dapal melaksanakan tugasny.

secara wajar;.
f.  Berakhirnya masa jabatan sebagai Direks; sehagai mana Pasal 14 huruf o
dan b Peraturan Daerah ini; J
g. Pemberhentian dengan alasan ayat (1} hurut ¢amaka yang bercangkolan,
diberhentikan dengan tidak hormal;
h.  Tidak dapat memajukan Perusahaan.
Sebelum pemberhentiannya karena alasan tersebut pada ayat (1) hurul ¢
dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi Iaesempal':r_m IRIEEENTS
membela diri dalam suatu sidang khusus, hal mana dilakukan dalam wakt
satu bulan setefah anggota Direksi yang bersangkutan diberikar SECAND

tertulis tentang alasan pemberhentian itu.




(3)

(4

(1)

Selama tersebut dalam ayat (2) pasal ini belum diputuskan maka Gubernur
atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan Direksi yang bersangkutan
dari tugasnya untuk sementara waktu dan jika tersebut pada ayat (L) huruf ¢
adalah Direktur Utama maka Gubernur atas usul Badan Pengawas dapat
menunjuk  salah seorang Direksi untuk  melaksanakan tugas  jabatar
sementara tersebut sampai dengan adanya Keputusan Gubernur untuk itu,

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementars dijatuhkan belum
ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan ayat (2) naka
pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan anggota Direksi yan
bersangkutan dapat segera melanjutkah jabatannya, kecuali bilamana untuk
keputusan pemberhentian tersebut diperhikan Keputusan Pengadilan dan hial

it harus diberitahukan kepada yang bersangkutan,

BAB . VII

BADAN PENGAWAS
Pasal 17

Syarat-syarat anggota Badan Pengawas -

a.  Warga Negara Indonesia;

b.  Mempunvyai akhlak dan moral yang baik;

c. Terdiri dart orang-orang yang tidak pernah melakukan kegiatan vang
merugikan kepentingan negara dan atau tindakan-tindakan yanag terveld
dibidang Perusahaan;

d. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direks: tidak boleh
ada hubungan keluarga é;a'mpai derajat ketiga, balk karena hubungan

darah maupun karena semenda (karena perkawinan).

(2} Badan Pengawas berdomisili di Wilayah Provins Sulpwesi Selatan.

Pasal 18

Badan Pengawas mempunyai tugas dan fungst melakukan pengawasan terhadip |

Perusahaan Daerah.




Pasal 19

(1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak banyaknya 5 (fima) orang
dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang vyang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan
Anggota Badan Pengawas,

(2) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan
sefama-lamanya 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelali mas:
jabatan tersebut berakhir.

(3) Ketua dan Anggota Badan Pengawas berhak menerima tumjangan  vang
besarnya ditetapkan oleh Pérusahaan dengan  persetujuan Keputosan

Gubernur,

Pasal 20

Anggota Badan Pengawas berhenli atau dapat diberbentikan oleh Guboro

meskipun masa jabatannya belum berakhir kareng -

a.  Meninggal Dunia;

b, Atas permintaan sendiri;

€. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah atau ke;_')e:rntim;;;-m
Negara;

d.  Kehilangan Kewarganegaraan;

e, Sesuatu hal yang menyebabkasn ia tidak dapat melaksanakan taasnya secar

W Jr,
Pasal 21

Sebelum Anggota Badan pengawas Perusahaan Daerah memalankan Lucaniya,

terhadap yang bersangkutan teriebih dahulu dilakukan pengambian sumpah oo

pelantikan oleh Gubernur.

Pasal 22 .

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban

a.  Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur dan Birekst rmengen.
rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya darn
laporan-laporan tainnya dari Direksi:

b, Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal Perucahéaa:
menunjukkan gejala kemundurai‘:, seqgera melaporkannya kepada Gubiern

dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang akan ditempuh;




Memberikan faporan secara berkala (Triwulan dan Tahunan) kepada Gubernur
serta pada setiap waktu yang diperfukan mengenai  perkembangari
Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan

Daerah,

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan

Daerah ini, Badan Pengawas waijib mémperhatikan

a,

Pedoman dan petunjuk Gubernur dengan senantiasa memperhatikan efesions

Perusahaan;

Ketentuan dalam Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perl.u'ndanq---
undangan yang berlaku; |

Pemisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan

Daerah yang merupakan tugas dan tanggungjawab Direksi.

Pasai 24

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunya

wewenang sebagai berikut

.

d.

(3)

Melihat  buku-buku  dan surat-surat sérta dokumen-dokumen  knnnya.
memeriksa keadaan kas (untuk keperiuan verifikasi) dan memeriksa kekayaan
perusahaan;

Memita penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenal seqgala persoalan yan
menyangkut pengelolaan perusahaan:

Meminta Direkst dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahdan {ureks
untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;

Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap

hal-hal yang dibicarakan.

Pasal 24 -

‘
Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali
clan sewaktu-waktu bila diperlukan. |

Datam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan Lai
hal yang berhubungan dengan tuf]:ﬁ pokok, fungsi dan  hak  serla
kewaijibannya. '

Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawaratt untok

mufakat,




BAB VIII
PEMBINAAN

. Pasal 26

(1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur;

(2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal

(1)

(3)

ini, Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah Provinst atau yang ditunquk

“untuk ity,

BAB [X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGT KARYAWARN

Pasal 27

Semua Karyawan Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi vang bodak
atau diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga, barang-barang
persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karenaJr‘nefale-lik;::n
kewajiban dan tugas yanq dibebankan kepada mereka dengan langscng ata
idak langsung  menimbulkan Keruglan  Perusahaan  Daerah diw_a'jibl-:an
mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan dan ketentuan tuntutan gantr
rug. '

Semua Karyawan Perusahaan Daerah yang diberi tugas penyimpanan ang
atau surat-surat hak milik Perusabhaan Daerah yang disimpan datant gudane
atau tem'pat penyimpanan yang khusus semata-matea digunakan  untuk
keperfuan  ilu  diwajibkan  memberikan pertanggung  Jawaban  tentang
pelaksanaan tugasnya kepada Badan/Lembaga yang ditunjuk oleh Gubernur.
Semua Surat Bukti dan Surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk
bilangan tata buku administarasi Perusahaan Daerah disimpan  ditempat
Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang‘ditl_uﬁjn.;k oteh Gubernur kecuali
untuk sementara dipindahkan ke Badan/l_embag;% yang dimaksud  paca
ayat (2) dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
Untuk keperfuan pemeriksaan bertaliér} dengan penetapan pajak dan kontrof
akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termasuk pacla ayat (%)

untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara.



BAB X
TAHUN BUKU

Pasal 28

Tahun Buku Perusahaan Daerah berdasarkan Tahun Takwin

a—
M
L

(3)

(4)

BAB XI
ANGGARAN PERUSAHAAN_

Pasal 29

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mn.ﬂai beriakey, ol
Direksi Perusahaar merngajukan rencana kerja dan Anggaran Tahunan antyk
diminta persetujuan dari Baclan Pengawas dan selanjutnya ditetapkan olel
Gubernur,

Kecuall apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atas Rencana
Kerja dan Anggaran sebelum masa tahun buku, maka anggaran yandg berlak
adafah tahun sebelumnya.

Perubahan atau pertamhbahan andgaran yang terjadi dalam tahun buku yang
bersangkutan harus mendapat  persetujuan  dari Badan  Pengawas  dan

ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

Tiap-tiap tahun buku, Direksi menyusun laporan keuangan yang tercir ata,
neraca dan perhitungan rugi laba yang disampaikan kepada Badan Pengawae
untuk  dijadikan  bahan dalam rapat  selambat-lambatnya 3 (tigay bulan
sesudah tahun buku berjatan akhir, untuk mendapatkan pengesahan.

Cara penitaian pos neraca dan perhitungan harus diﬁgbutkan.

Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah yang 'diselgalt pada ayat (1) pasal i
oleh Badan Pengawas tidak diajukan l\ot)r*rdtan tertults maka perhitungan
tahunan itu telah diangaap disahkan.

Perhitungan tahunan tersehut pada ayat (1) disahkan olely Gubernue din
pengesahan termasuk memberi kebebasan kepada Direksi tuhadap 5000

sesyaty yanq termuat kedalam perhitungan tahunan tersebut




(1)
(2)

(4)

(2)

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
PEMBERIAN PRODUKST

Pasal 31

Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.

Penggunaan faba bersih, setelah terlebily’  dahulu diktirangi - dengan
penyusutan, pembagian pemegang sahan: biasa dan permiik mocdal lainnya

dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut

a. Pendapatan Daerah = K5,
b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan =20 Y
¢. Sosial & Pendidikan = 5,
d. Jasa Produksi w5
e. Sumbangan Dana Pensiun - ' LA
£ Direksi/Karyawan/Badan Pengawas = %

Penggunaan faba untt.zk'caclanqan umum sebagaimana dimaksud ayat (2
huruf b bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan pada pengagunaan
lain dengan keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas.

Cara mengurus dan menqggunakan dana pengusutan dan cadangan tujuan
vang dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditontukan oleh Gubernur wetelah
mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas,

Penetapan pembagian laba  bagi pemegang  saham  Diasa  sebagaman

dimaksud ayat ( 2) pasal ini ditetapkan melalu Rapat Pemegang Sahanm

BAB  XITI
KARYAWAN

Pasal 32

L3

Kedudukan  Hukum  Karyawan, Qa)  dan .F_l.if'l]'al}(_.]&'il'] rinnya,  pension,
pensiunan  Direkst dan Karyawan  Perusahaan Dacrah,  diatar  dengan
Keputusan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan can peraturan yang
berlaku.

Direksi mengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusabaan  Daerals
dengan persetujuan  Badan Pengawas menurut  ketentuan pPokok -pokok

kepegawaian perusahaan sebagaimana dimaksuc ayat (1) pasal inn




BAB XIV
PENGAWASAN

- Pasal 33

(1) Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari Badan lain yany

(2)

(4)

(5

-Mmenurst peraturan  perundang-undangan -yang  berlaku  berwenanq

mengadakan penyidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu menigenai
pengurusan Perusahaan Daerah, Gubernur dapat menunjuk Pejabat pada
Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sutawesi Selatan  untuk melakuklan
bengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta pertangquin
Jawaban, yang hasiinya disampaikan kepada Gubernur dan Badan Pengawas.

Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan  atas

pengurusan serta pertanggungjawabannya.

BAB XV
PEMBLIBARAN/LIKUIDASI
Pasal 34

Pembubaran Perusahaan ditetapkan, dengan Peraturan Daerah, berdasarkan
rekomendast dari Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur. _

Semua Karyawan Perusahaan setelah diadakan likuidasi diselesaikan hak-
haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua Kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan [ukuidasi dikembalikan
kepada penguasaan langsung Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan
hak dan kewajiban Pemegang Sahan.

Pertanggungjawaban  Likuidasi  oleh  Panitia lewdasu dilakukan  oleh
Pemerintah Daerah dan memberikan pembebasan tangqung jawab tentang
pekerjaan yang telah diselesaikan. "

Dalam tikuidasi, Pemegang Saham bertanggungjawab atas kerugian vyang
diderita pihak ketiga apabila kerugian disebabakan oleh karena neraca
perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan

Perusahaan yang sebenarnya.

r
¥




BAB  XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasai 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemuling

dengan Keputusan Gubernur seépanjang mengenat pelaksanaannya.

Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya sefiap orang dapat mengetahuinya,  memerintahlkn;
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam’ Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar
pada tanggal, 20 - 8 .. 2003

GUBERNUR LAWEST SELATAN,

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 27 - 8 - 2003

SUWAWESI SELATAN,

H. A. TIONENG ;@ALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWEST SELATAN TAHUN . 2003 NOMOR 45, )

: SEKRE?‘!@\IS DAERAH PROVINSI
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